
A 
:) 

s. ~' % % 
BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR SU TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

/ 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil 
pengawasan intern dan efektivitas tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat 
Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah, serta pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan Negeri perlu 
dilakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang 
Sis tern dan Prosedur Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun 
2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat 
I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1645); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6763); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan 
Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kendali Mutu Pemeriksaan Aparat 
Pengawas Intern Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah 
Tahun 2016 Nomor 183); 

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah N-omor 67 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Togas dan Fungsi serta 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 
48 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALUKU 
TENGAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 
Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah, diubah 
sebagai berikut: 

Diantara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni 
Pasal 23A, dan Pasal 23B, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal23A 

Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi basil pemeriksaan 
dilakukan melalui sistem informasi. 
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Pasal 23B 
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat yang belum sesuai dengan 
rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan 
berlakunya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan dan pemantauan tindak 
lanjut secara bertahap menggunakan Sistem Informasi. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 27 uni 0 ,// 

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGA/{( 

I/ 
MUHAMAT MARASABESSY 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal 27 Jun 2023 

I SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, 

 RAKIB SAHUBA WA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 683 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 27 3Jui 703 ,// 

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGA/{( 

ls/ 
MUHAMAT MARASABESSY 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal 2T Jun 2023 

I SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, 

 RAKIB SAHUBA WA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR (683 
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